
Pemkab Bombana Gelar  Gerakan
Pangan Murah untuk Kendalikan
Inflasi
Bombana,  sultranet.com  –  Pemerintah  Kabupaten  Bombana  melalui  Dinas
Ketahanan  Pangan  melaksanakan  Gerakan  Pangan  Murah  Serentak  Nasional
yang digelar secara daring dan terpusat di halaman Kantor Kecamatan Rumbia
Tengah. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut surat Kementerian Dalam Negeri
terkait upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.
Pelaksanaan berlangsung pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Sejak  pagi,  warga  memadati  halaman kantor  kecamatan  untuk  mendapatkan
bahan  pangan  pokok  dengan  harga  terjangkau.  Beberapa  komoditas  dijual
dengan harga di bawah pasar, seperti beras SPHP Rp60.000 per 5 kilogram, gula
pasir Rp17.500 per kilogram, minyak goreng Rp18.500 per liter, serta komoditas
lain seperti cabai, bawang, telur, dan ayam. Antusiasme masyarakat terlihat dari
panjangnya  antrean,  mencerminkan  tingginya  kebutuhan  warga  akan  akses
pangan murah.

Gerakan Pangan Murah ini berlangsung serentak di 7.285 kecamatan di seluruh
Indonesia melalui kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian,
Perum Bulog, Badan Pangan Nasional, serta dukungan pemerintah provinsi dan
kabupaten. Program ini dirancang untuk memastikan masyarakat tetap memiliki
akses terhadap bahan pokok di tengah potensi kenaikan harga pangan.

Wakil  Bupati  Bombana  Ahmad  Yani,  S.Pd.,  M.Si.,  turut  hadir  meninjau
pelaksanaan  kegiatan.  Ia  mengatakan  bahwa  program  ini  sangat  membantu
masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga. “Gerakan Pangan Murah
ini  menjadi  langkah  nyata  pemerintah  untuk  menjaga  daya  beli  masyarakat,
memastikan ketersediaan pangan, dan mengendalikan inflasi di daerah,” ujarnya.

Didampingi Pj. Sekda Bombana Ir. Syahrun, ST., MPWK, perwakilan Forkopimda,
sejumlah  kepala  perangkat  daerah,  serta  perwakilan  Perum  Bulog  Cabang
Bombana, Wakil Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk
menjaga kestabilan harga pangan. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus
mendukung  berbagai  program  nasional  yang  menyasar  langsung  kebutuhan
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masyarakat.

Kehadiran pangan murah disambut antusias oleh warga yang merasa terbantu
dengan  harga  yang  lebih  bersahabat.  Banyak  warga  mengaku  kegiatan  ini
meringankan pengeluaran harian mereka, terutama menjelang pergantian bulan
ketika kebutuhan rumah tangga meningkat.

Melalui program ini, Pemkab Bombana berharap pengendalian inflasi dapat terus
terjaga, daya beli masyarakat meningkat, dan kebutuhan pokok tetap tersedia
dengan  harga  yang  terjangkau.  Pemerintah  juga  berkomitmen  memperluas
jangkauan  program pangan  murah  di  kecamatan  lain  agar  manfaatnya  lebih
merata.

Pemkab  Bombana  Ikuti  Rakor
Nasional  Inflasi  dan  Evaluasi
Program 3 Juta Rumah
Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program Pembangunan 3
Juta Rumah yang digelar secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia, Senin, 14 Juli 2025.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol.
Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si dan diikuti oleh seluruh jajaran pemerintah daerah
se-Indonesia. Dari Bombana, rapat virtual ini diikuti oleh perangkat daerah dari
Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana.

Rakor ini menjadi ruang strategis pemerintah pusat dan daerah untuk memantau
dan merumuskan langkah-langkah penanganan inflasi daerah yang terus menjadi
perhatian nasional, utamanya berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti beras,
minyak goreng, bawang putih, dan komoditas esensial lainnya.
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Dalam sesi pemaparan, Deputi Bidang Statistik Barang dan Jasa Badan Pusat
Statistik (BPS) RI,  Dr.  Pudji  Ismartini,  M.App.Stat menjelaskan sejumlah tren
harga yang mengalami pergerakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
“Daerah perlu memperkuat koordinasi  dengan pusat serta pelaku usaha agar
distribusi  barang  kebutuhan  pokok  tidak  terganggu,  terutama  menjelang
momentum  tertentu  seperti  musim  tanam  dan  hari  besar  keagamaan,”  ujarnya.

Ia menambahkan bahwa indeks perkembangan harga menjadi indikator penting
dalam merancang kebijakan responsif di daerah. Menurutnya, stabilitas harga di
tingkat lokal akan memberi pengaruh langsung terhadap ketahanan sosial dan
ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga dengan pendapatan menengah ke
bawah.

Selain isu inflasi, rakor ini juga membahas progres Program Pembangunan 3 Juta
Rumah yang menjadi salah satu prioritas nasional, terutama untuk masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong realisasi pembangunan
rumah layak huni di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan-kawasan tertinggal.

“Program ini bukan hanya soal bangunan, tapi menyangkut martabat masyarakat
untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan terjangkau,” kata
Tomsi  Tohir  dalam  arahannya.  Ia  juga  mengimbau  pemerintah  daerah  agar
memperkuat sinergi lintas sektor, baik dengan pengembang, lembaga keuangan,
maupun masyarakat sipil agar pembangunan rumah tidak terkendala persoalan
teknis maupun administratif.

Menanggapi  hal  tersebut,  jajaran  Pemerintah  Kabupaten  Bombana
menyampaikan  komitmen  untuk  terus  aktif  mendukung  langkah  pemerintah
pusat. Peningkatan peran serta daerah dalam menjaga ketersediaan bahan pokok,
kestabilan harga, serta percepatan realisasi hunian bagi warga menjadi perhatian
serius Pemkab Bombana dalam berbagai programnya.

“Kami siap berkolaborasi dan melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk
memastikan  distribusi  kebutuhan  pokok  berjalan  lancar  serta  mendukung
program  perumahan  rakyat,”  ujar  salah  satu  pejabat  yang  hadir  dalam  rapat.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum berbagi praktik terbaik antar daerah.
Sejumlah  perwakilan  provinsi  dan  kabupaten/kota  diberi  kesempatan
menyampaikan strategi pengendalian inflasi dan percepatan program perumahan



di  wilayah masing-masing.  Langkah ini  dianggap penting untuk mempercepat
pencapaian target pembangunan nasional yang inklusif.

Dalam  penutupnya,  Kemendagri  kembali  mengingatkan  pentingnya  integrasi
data, kolaborasi lintas lembaga, dan percepatan layanan publik di sektor ekonomi
dan perumahan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional pasca-
pandemi dan untuk menjawab tantangan global saat ini.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari agenda mingguan pemerintah pusat yang
rutin  dilakukan  sebagai  sarana  pemantauan  dan  evaluasi  kebijakan  strategis
nasional oleh seluruh pemangku kepentingan, dengan harapan setiap kebijakan
yang digulirkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata di daerah.

Kemendagri Minta Daerah Serius
Kendalikan  Inflasi,  Sultra  Catat
Kenaikan IPH 1,43 Persen
Kendari, sultranet.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti
Rapat  Koordinasi  Pengendalian  Inflasi  Daerah  yang  digelar  rutin  oleh
Kementerian  Dalam  Negeri  RI.  Rakor  yang  berlangsung  secara  hybrid  ini
dipimpin  Wakil  Menteri  Dalam  Negeri,  Ribka  Haluk,  dari  Kantor  Pusat
Kemendagri, dan diikuti seluruh pemerintah daerah di Indonesia melalui Zoom
Meeting,  termasuk  Pemprov  Sultra  yang  hadir  dari  Ruang  Rapat  Biro
Perekonomian  Setda  Sultra.

Rakor kali ini juga merangkum evaluasi dua program strategis nasional, yakni
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Program Tiga Juta Rumah.
Dari  Pemprov  Sultra,  hadir  Sekretaris  Daerah,  Asisten  II,  Kepala  Biro
Perekonomian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, Sekretaris Dinas ESDM,
serta perwakilan BPS, Bulog, dan instansi teknis lainnya.

Dalam sesi  evaluasi  Program Tiga Juta  Rumah,  Dirjen Perumahan Perdesaan
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Imran menekankan perlunya kolaborasi antarpemerintah hingga tingkat desa. Ia
menyebut delapan langkah percepatan berbasis Surat Keputusan Bersama (SKB)
tiga menteri, termasuk pembebasan retribusi BPHTB dan PBG, mendorong peran
CSR, serta pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.

“Pemerintah  daerah  tidak  perlu  ragu  mengalokasikan  anggaran  untuk
pembangunan  dan  renovasi  rumah  tidak  layak  huni,”  tegas  Imran.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa PKG
akan menyasar seluruh tahapan usia, dari bayi hingga lansia, dengan pendekatan
melalui tiga momentum: ulang tahun, sekolah, dan layanan khusus. Ia menyoroti
pentingnya dukungan lintas sektor, terutama menjelang dimulainya PKG Sekolah
pada tahun ajaran baru, Juli 2025.

“Kami  butuh  sinergi  dari  sektor  pendidikan,  sosial,  dan  agama  dalam
menyediakan  fasilitas,  alat,  dan  tenaga  medis,”  ujar  Menkes.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam paparan datanya menyebutkan
bahwa  indeks  perkembangan  harga  (IPH)  di  minggu  keempat  Juni  2025
mengalami  kenaikan  di  16  provinsi,  salah  satunya  Sultra,  yang  mencatatkan
kenaikan  IPH  sebesar  1,43  persen.  Komoditas  penyumbang  terbesar  adalah
beras, daging ayam ras, dan cabai merah.

Kabupaten Bombana menjadi daerah dengan lonjakan tertinggi IPH di luar Jawa
dan Sumatera, yakni 3,57 persen. Disusul Kabupaten Buton dengan IPH 3,10
persen, dipicu oleh naiknya harga beras, cabai merah, dan bawang merah.

Menutup  rakor,  Sekjen  Kemendagri  Tomsi  Thohir  menyoroti  rendahnya
implementasi enam langkah konkret pengendalian inflasi di berbagai daerah. Ia
menyebut hanya sembilan daerah yang melaksanakan semua langkah, sementara
ratusan lainnya belum menunjukkan upaya maksimal.

Enam  langkah  tersebut  mencakup:  operasi  pasar  murah,  sidak  pasar  dan
distributor,  kerja sama antar daerah,  gerakan menanam, penggunaan Belanja
Tidak Terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

“Kalau tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah, itu artinya
tidak  bertanggung  jawab,”  tegas  Tomsi.  Ia  juga  meminta  kepala  daerah
mengevaluasi  kinerja  ASN yang  tidak  menunjukkan  kepedulian  terhadap  isu



pengendalian inflasi.

Menurut  Tomsi,  pemerintah  daerah  harus  aktif  dan  serius  merespons  setiap
gejolak  harga  karena  menyangkut  langsung  kesejahteraan  masyarakat.  Ia
menegaskan bahwa kerja-kerja teknis dan operasional harus segera diperbaiki
agar program nasional dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh publik.

Dengan IPH yang mengalami kenaikan di Sultra dan sejumlah daerah lainnya,
rapat ini  menjadi  pengingat penting bahwa pengendalian inflasi  bukan hanya
tugas pusat, tetapi tanggung jawab bersama yang menuntut kecepatan, empati,
dan sinergi antarpemerintah.

Pemprov  Sultra  Ikuti  Rakor
Pengendalian  Inflasi  dan  Libur
Sekolah Aman 2025
Kendari,  sultranet.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Pemprov
Sultra)  mengikuti  Rapat  Koordinasi  Pengendalian  Inflasi  Daerah  2025  yang
dirangkaikan dengan sosialisasi Surat Edaran (SE) Menteri Pariwisata tentang
penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman dan nyaman selama libur sekolah.
Rakor  ini  digelar  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia
(Kemendagri  RI)  secara  hybrid  pada  Senin,  23  Juni  2025.

Pemprov Sultra mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Biro
Perekonomian Setda Sultra di Kendari. Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi
dari berbagai kementerian dan lembaga.

Turut hadir secara virtual, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Deputi
Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP), Deputi Statistik
Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, serta sejumlah pejabat dari Bappenas dan
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Kementerian Pertanian.

Sementara itu, mewakili Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Sultra, Asisten
II  Setda,  Kepala  Biro  Perekonomian,  Kadis  Ketahanan  Pangan,  Kadis
Perdagangan dan Perindustrian, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat
dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

Sekjen  Kemendagri  Tomsi  Tohir  menegaskan  bahwa  Rakor  kali  ini
menitikberatkan pada dua hal penting: pengendalian inflasi serta kesiapan daerah
dalam menyambut masa libur sekolah yang berpotensi meningkatkan mobilitas
masyarakat.

“Inflasi  bukan  hanya  sekadar  angka  statistik.  Ketika  harga  naik,  masyarakat
langsung merasakannya. Oleh karena itu, daerah dengan Indeks Perkembangan
Harga (IPH) tinggi harus bekerja ekstra keras untuk menekan lonjakan harga,”
ujar Tomsi.

Ia menyoroti Kabupaten Bombana dan Buton sebagai dua wilayah di Sultra yang
masuk lima besar IPH tertinggi nasional pada pekan keempat Juni 2025, masing-
masing 3,77 persen dan 2,87 persen.

Adapun data inflasi nasional year-on-year (yoy) per Mei 2025 mencatat Papua
Pegunungan sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi sebesar 5,75 persen, disusul
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta. Hanya Papua Pegunungan
yang inflasinya melampaui target nasional.

Pada sesi sosialisasi, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengimbau
pemerintah  daerah  dan  pelaku  usaha  wisata  untuk  meningkatkan  kesiapan
menghadapi libur sekolah, terutama dalam menjaga keamanan dan kenyamanan
pengunjung.

“Libur sekolah adalah momen lonjakan wisatawan. Ini  peluang ekonomi yang
besar, tapi juga penuh risiko. Pemerintah daerah harus siaga agar wisata tetap
aman dan berkesan,” kata Menteri Pariwisata.

Ia  menegaskan,  SE  Nomor  SE/3/HK.01.03/MP/2025  mengatur  tujuh  langkah
strategis  bagi  pengelola  destinasi  wisata  dan pemerintah daerah,  antara lain
penerapan  prinsip  CHSE  (Cleanliness,  Health,  Safety,  and  Environment
Sustainability),  pelaksanaan  standar  usaha  pariwisata  berbasis  risiko,  serta



penyediaan  rest  area  bagi  pengemudi  di  sekitar  destinasi  wisata.

Selain itu, disarankan pula peningkatan koordinasi lintas sektor, penguatan SOP
pariwisata,  jaminan  transportasi  aman,  serta  pengawasan  ketat  pada  lokasi
wisata yang berpotensi padat pengunjung.

“Semua pihak harus bergerak bersama, dari pusat hingga daerah, agar wisata
kita  benar-benar  ramah  keluarga  dan  anak-anak,  tanpa  mengabaikan  aspek
keselamatan,” tegasnya.

Rakor  ini  menjadi  upaya konkret  pemerintah dalam menjaga stabilitas  harga
kebutuhan pokok sekaligus menciptakan pengalaman wisata yang positif selama
musim libur. Kolaborasi antarinstansi diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan
permintaan dan mobilitas yang biasanya terjadi saat liburan berlangsung.

Bagi Pemprov Sultra, keikutsertaan dalam Rakor ini menjadi momentum strategis
untuk  memperkuat  sinergi  pengendalian  inflasi  sekaligus  menyiapkan  sektor
pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
berkelanjutan.

Pemprov  Sultra  Ikuti  Rakor
Inflasi, Fokus Stabilkan Harga dan
Kawal Program Nasional
Kendari  sultranet.com  –  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Pemprov
Sultra)  mengikuti  Rapat Koordinasi  (Rakor) Pengendalian Inflasi  Daerah yang
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual. Kegiatan yang
berlangsung  pada  Senin,  16  Juni  2025  itu  dipusatkan  di  Ruang  Rapat  Biro
Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, dan menjadi bagian penting
dari upaya pemerintah menjaga kestabilan harga serta mempercepat pelaksanaan
program prioritas nasional.
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Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,
dan  turut  dihadiri  sejumlah  kementerian  dan  lembaga  seperti  Badan  Pusat
Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Kantor
Staf Presiden (KSP). Hadir pula para narasumber yang memaparkan strategi dan
data terkini, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji
Ismartini, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan
dari Kementan dan KSP.

Dari  Pemprov  Sultra,  Sekretaris  Daerah  Provinsi,  Asisten  II  Setda,  serta
perwakilan  dari  BPS,  Bank Indonesia,  Bulog,  Inspektorat,  dan sejumlah OPD
teknis turut berpartisipasi dalam rapat yang berlangsung interaktif itu.

Dalam  arahannya,  Tomsi  Tohir  menekankan  pentingnya  peran  strategis
pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang dan setelah
momen besar seperti hari raya keagamaan. Ia juga meminta agar seluruh kepala
daerah  memberikan  perhatian  serius  terhadap  pelaksanaan  program-program
prioritas nasional yang telah ditetapkan Presiden RI.

“Kami  mohon  atensinya.  Ini  program prioritas  Bapak  Presiden  dan  memiliki
konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang tidak melaksanakannya. Kita akan
undang  secara  khusus  kepala  daerah  yang  belum  mengusulkan  untuk
mempertanggungjawabkannya,”  ujar  Tomsi  tegas.

Beberapa program nasional yang menjadi sorotan dalam rakor ini antara lain
penyediaan  lahan  untuk  Satuan  Pelayanan  Pemenuhan  Gizi  (SPPG)  guna
mendukung penurunan angka stunting, percepatan pembangunan tiga juta rumah
layak  huni,  pembentukan  Koperasi  Merah  Putih  sebagai  wadah  penguatan
UMKM,  serta  pelaksanaan  layanan  kesehatan  dan  pendidikan  gratis.

Tomsi  juga  menyampaikan  bahwa  pemerintah  pusat  sedang  memfokuskan
langkah konkret  untuk menurunkan harga komoditas utama yang belakangan
mengalami lonjakan, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit.
Namun, ia menyebut harga telur dan daging ayam ras masih dalam kategori
wajar.

Sementara itu, Deputi BPS Pudji Ismartini mengungkapkan tren inflasi nasional
selama momen Idul Adha dalam kurun 2021 hingga 2024. Menurutnya, inflasi
saat Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri,
kecuali pada tahun 2022.



“Komoditas yang dominan memicu inflasi saat Idul Adha adalah cabai merah dan
cabai  rawit.  Data  Indeks  Perkembangan  Harga  minggu  kedua  Juni  2025
menunjukkan ada 14 provinsi yang mengalami kenaikan, 1 provinsi stabil, dan 23
provinsi mengalami penurunan,” paparnya.

Data BPS juga menyebutkan bahwa pada Mei 2025, beberapa komoditas yang
paling  berpengaruh  terhadap  inflasi  di  antaranya  adalah  tomat,  beras,  dan
ketimun. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi daerah untuk menentukan
langkah pengendalian yang lebih tepat sasaran.

Rakor ini bukan hanya soal pengendalian harga, tetapi juga menjadi panggung
untuk  mempercepat  realisasi  agenda-agenda  strategis  pemerintah  pusat.
Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci
untuk  memastikan  kesejahteraan  masyarakat  tetap  terjaga,  terutama  dalam
situasi ekonomi yang terus bergerak dinamis.

Bagi  Pemprov  Sultra,  rakor  ini  menjadi  kesempatan  memperkuat  koordinasi,
menyusun  langkah  taktis  menghadapi  tantangan  inflasi,  serta  memastikan
program-program nasional bisa dijalankan secara konkret dan terukur di daerah.

Pemprov Sultra Komit Jaga Inflasi
dan Stabilitas Pangan
Kendari,  sultraner.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Pemprov
Sultra) menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga inflasi dan stabilitas harga
pangan dengan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang
digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Selasa, 4 Juni
2025.

Rapat rutin mingguan ini  dipimpin langsung Sekretaris  Jenderal  Kemendagri,
Tomsi  Tohir,  dan  menghadirkan  sejumlah  pejabat  penting  dari  berbagai
kementerian dan lembaga, termasuk Kepala Badan Pangan Nasional,  Direktur
Statistik  Harga  BPS,  serta  perwakilan  Kementerian  Pertanian,  Kementerian
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Perdagangan, dan Kantor Staf Presiden.

Dari Sulawesi Tenggara, rakor diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi, Asisten II
Setda,  Staf  Ahli  Gubernur  Bidang Ekonomi  dan Pembangunan,  Kepala  Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas ESDM, perwakilan Kadin, Bank
Indonesia serta sejumlah pimpinan OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan
program prioritas nasional untuk mendukung stabilitas ekonomi dan penguatan
daya beli masyarakat.

“Pemda diminta siapkan minimal tiga lokasi dapur umum untuk program Makan
Bergizi Gratis (MBG), yang akan dikelola Badan Gizi Nasional. Lahannya bisa dari
aset pemda maupun desa,” jelas Tomsi.

Ia  juga  mengingatkan  pentingnya  percepatan  penetapan  Peraturan  Kepala
Daerah  (Perkada)  tentang  pembebasan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan
Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk
mendukung  percepatan  pembangunan  tiga  juta  rumah  bagi  masyarakat
berpenghasilan  rendah.

Tomsi  turut  menyoroti  pendirian  Koperasi  Merah  Putih  yang  harus  memiliki
legalitas notaris agar dapat berpartisipasi dalam program bantuan. “Launching
nasional koperasi ini dijadwalkan 12 Juli. Koperasi tanpa akta notaris tidak akan
diakui,” tegasnya.

Rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Direktur Statistik Harga
BPS, Windhiarso Ponco Adi P., melaporkan deflasi sebesar 0,37% pada Mei 2025.
Inflasi tahunan pun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Sebanyak  31  provinsi  mengalami  deflasi,  dan  hanya  tujuh  provinsi  yang
mengalami inflasi.  Faktor utama perubahan harga antara lain kenaikan harga
bawang merah,  realisasi  impor  bawang putih  yang masih  rendah,  serta  tren
kenaikan harga emas dunia,” jelasnya.

Sementara itu,  Kepala Badan Pangan Nasional,  Arief  Prasetyo Adi,  menyoroti
fluktuasi harga pangan. Komoditas seperti ayam ras pedaging, kedelai lokal, dan
gabah kering  giling  (GKG)  berada  di  bawah Harga  Acuan  Pembelian  (HAP),
sementara bawang putih, daging kerbau impor, dan sejumlah beras melampaui



Harga Eceran Tertinggi (HET).

Badan  Pangan  Nasional  merespons  dengan  sejumlah  langkah  strategis,  di
antaranya  Gerakan  Pangan  Murah  (GPM),  fasilitasi  distribusi  pangan  (FDP),
pengadaan Kios Pangan, serta penyaluran bantuan pangan seperti SPHP beras
dan jagung.

Rakor ditutup dengan penekanan kembali dari Sekjen Kemendagri agar kepala
daerah tidak hanya menunggu data dari pusat, tetapi turun langsung ke pasar
dan menyentuh persoalan masyarakat.

“Stabilitas harga bukan hasil kebetulan, tapi hasil kerja nyata dan kolaborasi.
Pemda harus aktif, cepat, dan responsif,” pungkas Tomsi.

Partisipasi aktif Pemprov Sultra dalam rakor ini menjadi cermin kepedulian dan
keseriusan  daerah  dalam menyukseskan  program pemerintah  pusat,  menjaga
daya  beli  masyarakat,  serta  memperkuat  ketahanan  pangan  lokal  secara
berkelanjutan.

GAUL  Hadir  di  Poleang  Selatan,
Dinas  Ketahanan  Pangan
Bombana  Gelar  Operasi  Pangan
Murah
Bombana,  Sultranet.com  –  Menjelang perayaan Hari  Raya Idul  Adha 1446
Hijriah,  Dinas  Ketahanan  Pangan  Kabupaten  Bombana  menggelar  Gerakan
Pangan Murah Keliling (GAUL) di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Poleang
Selatan. Kegiatan ini  merupakan bagian dari  upaya pemerintah daerah untuk
menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta menekan laju inflasi jelang
hari besar keagamaan nasional.

Acara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bombana, Binnuraeni
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AS, S.E., S.Pd., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya ketersediaan
dan keterjangkauan pangan, khususnya menjelang Idul Adha. Ia menyampaikan
bahwa  program  GAUL  tidak  hanya  sebagai  bentuk  kepedulian  pemerintah
terhadap masyarakat, namun juga strategi konkret dalam pengendalian inflasi
daerah.

“Melalui GAUL, kami hadir lebih dekat ke masyarakat. Kami ingin memastikan
mereka  mendapatkan  bahan  pangan  pokok  dengan  harga  lebih  murah
dibandingkan harga pasar.  Ini  adalah langkah strategis agar masyarakat bisa
tetap tenang dalam memenuhi kebutuhan jelang Idul Adha,” ujar Binnuraeni saat
memberikan sambutan di hadapan warga dan peserta kegiatan.

Kegiatan  GAUL di  Poleang  Selatan  melibatkan  sejumlah  pelaku  usaha  lokal,
distributor pangan, serta Perum Bulog. Mereka menyediakan berbagai komoditas
pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur ayam, hingga daging ayam
segar dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di  pasar
tradisional.  Kehadiran  mereka  memberikan  warna  tersendiri  dalam  kegiatan
tersebut, menciptakan ruang interaksi langsung antara penyedia dan masyarakat.

Pantauan di lapangan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Poleang
Selatan. Sejak pagi, warga telah memadati halaman aula pertemuan kecamatan,
mengantre  dengan  tertib  demi  mendapatkan  bahan  pangan  dengan  harga
bersahabat.  Beberapa  warga  menyampaikan  bahwa  kegiatan  ini  sangat
membantu, terutama di tengah kenaikan harga yang biasa terjadi menjelang hari
raya.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pasar murah seperti ini. Harga minyak dan
beras di sini jauh lebih murah. Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut,” ungkap
Nurlaela, seorang ibu rumah tangga warga setempat.

Dinas  Ketahanan  Pangan  Bombana  menjelaskan  bahwa  GAUL  bukan  hanya
kegiatan insidental menjelang hari besar, melainkan bagian dari agenda rutin
yang akan menyasar beberapa kecamatan lain di wilayah Bombana. Tujuannya
adalah  menjangkau  masyarakat  lebih  luas,  sekaligus  menjaga  keseimbangan
antara pasokan dan kebutuhan pangan di daerah.

Program ini juga menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta
untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Melalui  keterlibatan distributor
dan pelaku usaha lokal, distribusi bahan pangan dapat dilakukan secara merata



dan efisien. Selain itu, partisipasi Bulog memperkuat posisi strategis kegiatan
dengan memastikan stok dan kualitas komoditas tetap terjaga.

Dalam pelaksanaannya, GAUL juga memberi ruang promosi bagi produk pangan
lokal  hasil  pertanian  dan  peternakan  warga  Bombana.  Hal  ini  menjadi  nilai
tambah  dari  program,  mendorong  perputaran  ekonomi  di  tingkat  desa  dan
kecamatan.  Pemerintah  daerah  berharap,  inisiatif  semacam  ini  dapat
menciptakan  efek  ganda:  membantu  masyarakat  secara  langsung  dan
menggerakkan  ekonomi  lokal.

“Kami ingin GAUL tidak hanya dikenal sebagai gerakan pangan murah, tapi juga
sebagai  simbol  kehadiran  pemerintah  dalam  kondisi  sulit.  Kami  ingin
menunjukkan  bahwa  negara  tidak  tinggal  diam  menghadapi  gejolak  harga
pangan,”  kata  Binnuraeni  dalam  sesi  wawancara  usai  pembukaan  kegiatan.

Rencananya, kegiatan GAUL akan berlanjut ke sejumlah kecamatan lainnya di
Bombana,  termasuk Poleang Tenggara,  Rarowatu  Utara,  dan Kabaena.  Dinas
Ketahanan Pangan telah menyusun jadwal keliling dan menyiapkan logistik agar
pelaksanaan berjalan lancar dan tepat sasaran. Masyarakat diimbau untuk terus
mengikuti  informasi  dari  kecamatan masing-masing  terkait  jadwal  dan lokasi
pelaksanaan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Bombana berharap dapat menjaga
daya beli  masyarakat,  menekan laju inflasi  pangan, dan menciptakan suasana
yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Adha.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
dan  Strategi  Pertumbuhan
Ekonomi Nasional
Kendari,  Sultranet.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Pemprov
Sultra)  mengikuti  Rapat Koordinasi  (Rakor) Pengendalian Inflasi  Daerah yang
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dirangkaikan  dengan  pembahasan  strategi  menjaga  pertumbuhan  ekonomi
nasional.  Rakor  ini  digelar  secara  virtual  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri
Republik  Indonesia  (Kemendagri  RI)  dan  diikuti  secara  rutin  oleh  seluruh
pemerintah daerah di  Indonesia.  Pemprov  Sultra  mengikuti  kegiatan ini  dari
Ruang  Rapat  Biro  Perekonomian  Sekretariat  Daerah  (Setda)  Provinsi  Sultra,
Senin, 26 Mei 2025.

Rakor  mingguan  ini  dipimpin  langsung  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  Tito
Karnavian, yang menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju
pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa indikator
keberhasilan kerja  kepala daerah tidak hanya diukur dari  pembangunan fisik
semata, tetapi dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut terjaga
dengan baik.

“Angka  pertumbuhan  ekonomi  harus  menjadi  perhatian  dari  seluruh  kepala
daerah,  karena  kerja  kepala  daerah  itu  yang  paling  utama  dari  angka
pertumbuhan  ekonomi,”  ujar  Tito  dalam  arahannya.

Ia  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  akan  berdampak
langsung  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Menurutnya,  kenaikan
pertumbuhan ekonomi  sekecil  apa  pun akan memberikan manfaat  besar  jika
disertai dengan pemerataan.

“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin
makin miskin,  nanti  jangan berpikirlah untuk menangani  kemiskinan ekstrem
kalau ekonomi tidak tumbuh,” tegasnya.

Tito juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I
2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara year-on-year (yoy). Pemerintah pusat,
kata dia,  menargetkan angka pertumbuhan nasional  mencapai  8 persen pada
tahun 2029, sebuah target ambisius yang membutuhkan kolaborasi erat antara
pemerintah pusat dan daerah.

“Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-
daerah kita minta juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
masing-masing,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting dari kementerian dan
lembaga negara, seperti Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Deputi



Bidang  Statistik  Distribusi  dan  Jasa  BPS  Pudji  Ismartini,  Deputi  III  Bidang
Perekonomian  Kantor  Staf  Presiden  Edy  Priyono,  serta  Staf  Ahli  Menteri
Pertanian  Suwandi.

Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio,
Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan
UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari
Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan sejumlah OPD terkait.

Kepala  Bappenas  Rachmat  Pambudy  dalam  paparannya  menekankan  bahwa
menjaga  inflasi  tetap  rendah  merupakan  pilar  penting  dalam  mendukung
keberlanjutan  pembangunan.  “Menjaga  inflasi  adalah  pilar  penting  dalam
memastikan  keberlanjutan  pembangunan,  juga  keberlanjutan  pertumbuhan
ekonomi,”  kata  Rachmat.

Ia mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada kenaikan
harga barang, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya
berisiko meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ia mengajak pemerintah daerah
untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi tetap terkendali
sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

Sementara  itu,  Deputi  BPS  Pudji  Ismartini  memaparkan  data  Indeks
Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemantauan hingga
23 Mei, tercatat 33 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara lima provinsi
lainnya mengalami kenaikan, termasuk Sulawesi Tenggara.

“Khusus di Kabupaten Kolaka Timur, tercatat kenaikan IPH sebesar 1,83 persen.
Komoditas penyumbang utama kenaikan adalah beras, cabai merah, dan cabai
rawit,” jelas Pudji.

Menanggapi hasil  rakor, Sekda Sultra Asrun Lio menyatakan bahwa pihaknya
akan terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan harga di pasar. Hal
ini,  menurutnya,  sangat  penting  terlebih  menjelang  momentum  hari  besar
keagamaan  seperti  Iduladha.

“Pemantauan harga kebutuhan pokok menjadi bagian dari upaya kami menjaga
stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kami juga rutin menyusun laporan
mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di lapangan,” ujar Asrun.



Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan
instansi  vertikal  dan  pelaku  usaha  untuk  menjaga  keseimbangan  suplai  dan
permintaan barang, terutama komoditas pangan strategis yang rentan mengalami
fluktuasi harga.

Melalui  keikutsertaan dalam rakor nasional  ini,  Pemprov Sultra menunjukkan
komitmennya untuk berkontribusi  aktif  dalam upaya nasional  menekan inflasi
sekaligus  menjaga  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  inklusif,  dan
berpihak  pada  kesejahteraan  masyarakat.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
Bahas  Strategi  Kendali  Harga
Pangan
Kendari,  Sultranet.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Pemprov
Sultra)  kembali  ambil  bagian  dalam  Rapat  Koordinasi  (Rakor)  Pengendalian
Inflasi Daerah yang digelar secara rutin oleh Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia (Kemendagri RI). Rakor ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom
Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
(Setda) Provinsi Sultra pada Senin, 5 Mei 2025.

Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dari
Gedung  Sasana  Bhakti  Praja  (SBP)  di  Jakarta.  Kegiatan  ini  menghadirkan
sejumlah  narasumber  dari  berbagai  kementerian  dan  lembaga,  di  antaranya
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini; Deputi III Kantor
Staf Presiden, Edy Priyono; serta Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo
Adi.

Pemprov  Sultra  diwakili  oleh  Sekretaris  Daerah  Sultra,  Asisten  II  Bidang
Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas
Pertanian  dan  Peternakan,  Kepala  Dinas  Koperasi  dan  UMKM,  Kepala  Biro
Perekonomian, serta perwakilan dari BPS, Bank Indonesia, dan sejumlah OPD
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terkait lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menegaskan bahwa rakor mingguan ini menjadi
sarana penting untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan inflasi daerah.
Ia meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangani laju inflasi, terutama
di daerah-daerah yang mencatatkan angka tinggi.

“Kami berharap daerah-daerah dengan inflasi tinggi dapat memaparkan langkah-
langkah yang sudah dilakukan dan kendala apa saja yang mereka hadapi,” ujar
Tomsi.

Ia  menambahkan  bahwa  pada  minggu  pertama  Mei  2025,  sejumlah  harga
komoditas pangan mengalami penurunan. “Bawang merah, bawang putih, cabai
merah,  cabai  rawit,  gula  pasir,  daging  ayam,  dan  telur  ayam  mengalami
penurunan harga. Ini merupakan sinyal positif, namun upaya pengendalian tetap
harus diperkuat,” kata Tomsi.

Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi dengan BPS
setempat, serta merencanakan penanaman komoditas strategis, terutama cabai
rawit,  untuk  pengendalian  inflasi  jangka  menengah.  “Daerah  harus  aktif
memantau harga, memperkuat cadangan pangan, dan bergerak cepat mengambil
langkah konkret,” tegasnya.

Sinergi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  menurut  Tomsi,  menjadi  kunci
keberhasilan dalam menekan inflasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas
sektor,  termasuk  Satgas  Pangan,  Kementerian  Perdagangan,  Bulog,  hingga
pelaku  usaha  di  tingkat  lokal.

Sementara itu, Deputi BPS Puji Ismartini menyampaikan bahwa inflasi pada April
2025 tercatat sebesar 1,17 persen secara bulanan (month-to-month) dan 1,95
persen  secara  tahunan  (year-on-year).  Menurutnya,  kelompok  makanan,
minuman, dan tembakau memberikan kontribusi ketiga terbesar terhadap inflasi,
yakni sebesar 0,02 persen.

“Komoditas penyumbang utama inflasi bulan April adalah bawang merah, cabai
merah, tomat, bawang putih, dan jeruk. Sedangkan cabai rawit, daging ayam ras,
dan telur ayam ras justru menahan laju inflasi,” jelas Puji.

Ia juga memaparkan data penurunan harga pada awal Mei 2025. “Harga bawang



merah turun 6,11 persen, cabai merah turun 5,06 persen, dan cabai rawit turun
signifikan sebesar 15,30 persen. Minyak goreng merek Minyakita juga turun 0,21
persen, dan gula pasir turun 0,08 persen,” sebutnya.

Dalam  forum  ini,  setiap  daerah  diberikan  kesempatan  untuk  menyampaikan
langkah-langkah yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi, serta
tantangan yang dihadapi di lapangan. Rakor ini menjadi media strategis untuk
mendiskusikan berbagai inisiatif kebijakan daerah dalam menjaga stabilitas harga
dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pemerintah  berharap,  melalui  rakor  yang  konsisten,  setiap  daerah  dapat
memperbaiki koordinasi antarinstansi dan menyusun langkah lebih terukur dalam
menghadapi  dinamika  harga  kebutuhan  pokok  yang  cenderung  fluktuatif.
Termasuk  mendorong  produktivitas  pertanian  lokal  dan  memperkuat  sinergi
antarsektor.

Rakor ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas
ekonomi  nasional  melalui  peran  aktif  semua  level  pemerintahan,  termasuk
pemerintah daerah, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan
pangan pokok.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
Nasional
Kendari,  Sultranet.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Pemprov
Sultra)  melalui  Tim  Pengendalian  Inflasi  Daerah  (TPID)  mengikuti  Rapat
Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar oleh Kementerian
Dalam Negeri  Republik Indonesia (Kemendagri  RI).  Kegiatan ini  dilaksanakan
secara  virtual  melalui  Zoom  Meeting  dari  Ruang  Rapat  Biro  Perekonomian
Sekretariat Daerah Sultra, Senin, 28 April 2025.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir,
dari  Kantor  Pusat  Kemendagri  di  Jakarta,  bertujuan  menguatkan  sinergi
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antarinstansi dalam mengendalikan inflasi di daerah. Hadir sebagai narasumber
pejabat lintas kementerian seperti Deputi BPS Puji Ismartini, Deputi III KSP Edy
Priyono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari
Kemendag dan Perum Bulog.

Sejumlah perwakilan instansi di Sultra turut serta dalam rakor ini, termasuk dari
BPS, Bank Indonesia, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, dan dinas teknis lainnya.
Fokus  utama  rakor  adalah  menjaga  stabilitas  harga  bahan  pokok  di  tengah
dinamika harga komoditas yang fluktuatif.

“Pemerintah daerah harus turun langsung ke lapangan, pantau harga-harga di
pasar,  lakukan  koordinasi  intensif,  operasi  pasar,  hingga  pemberian  subsidi
transportasi jika diperlukan,” tegas Tomsi Tohir dalam arahannya.

Ia menekankan pentingnya pemetaan komoditas unggulan penyumbang inflasi di
tiap  daerah.  Menurutnya,  inflasi  nasional  memang  sudah  terkendali,  namun
kewaspadaan di tingkat lokal tetap krusial.

“Kita tidak boleh lengah, karena inflasi di daerah bisa berdampak pada daya beli
masyarakat.  Jaga  harga,  utamakan  aksi  konkret,  bukan  sekadar  laporan,”
imbuhnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, dalam paparannya
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menyampaikan bahwa pada minggu keempat April  2025, terdapat 18 provinsi
yang  mengalami  kenaikan  Indeks  Perkembangan  Harga  (IPH),  sementara  20
lainnya mengalami penurunan. Komoditas seperti bawang merah dan cabai merah
menjadi penyumbang utama lonjakan harga di berbagai daerah.

“Rata-rata  harga  bawang  merah  tercatat  naik  8,09  persen  secara  nasional
dibandingkan Maret, dan sudah melampaui Harga Acuan Penjualan,” ungkap Puji.

Harga cabai merah juga naik 5,04 persen, sementara bawang putih mengalami
kenaikan sebesar 1,39 persen. Di sisi lain, harga cabai rawit turun 8,10 persen
dan Minyakita menurun tipis sebesar 0,37 persen, meski tetap berada di atas
Harga Eceran Tertinggi (HET).

Dalam konteks Sultra, Kabupaten Wakatobi menjadi salah satu daerah dengan
lonjakan IPH tertinggi secara nasional di luar Jawa dan Sumatera, mencapai 4,52
persen.  Bawang  merah,  cabai  merah,  dan  beras  menjadi  komoditas  utama
penyumbang kenaikan harga di wilayah tersebut.

Rakor ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat
respons  daerah terhadap gejolak  harga yang bisa  berdampak langsung pada
kesejahteraan  masyarakat.  Pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  proaktif  dan
responsif dalam menerapkan strategi pengendalian inflasi.

Langkah-langkah seperti  intervensi  pasar,  penguatan  distribusi  pangan,  serta
sinergi  lintas  sektor  menjadi  kunci  untuk mengamankan harga bahan pokok,
terlebih menjelang musim paceklik dan hari besar keagamaan.

Pemprov Sultra bersama TPID menegaskan komitmennya untuk terus memantau
kondisi harga di pasar, mengambil langkah antisipatif, serta bekerja sama erat
dengan stakeholder terkait agar daya beli masyarakat tetap terjaga.


